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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara mempunyai taggungjawab atas Pendidikan bagi warga 

negaranya, tanggungjawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Namun dalam mengimplementasikan peran tersebut banyak sekali 

kendala yang dihadapi salah satunya yaitu adanya kasus korupsi dalam sektor 

pendidikan di Indonesia.1 Institusi menjadi tempat yang paling baik untuk 

memberikan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Siswa maupun mahasiswa 

yang nantinya akan menjadi generasi penerus peradaban bangsa harus diajarkan 

untuk menjauhi praktik korupsi. Sektor pendidikan juga diharapkan mampu turut 

serta dalam melawan korupsi di Indonesia. sebagai lembaga sekolah diharuskan 

menjadi wadah dan berperan membentuk karakter peserta didik. Korupsi di sektor 

pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran 

Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, 

Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat 

praktik korupsi yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak. 

Korupsi pendidikan juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan 

dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran 

pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu

 
1 Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 tahun 2003, LN 

No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301. 
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bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka 

panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan.2 

Kebocoran anggaran pada sektor pendidikan akan semakin menambah 

kekhawatiran. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara 

khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak 

pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus 

lainya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang 

harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.3 Dalam sudut pandang hukum 

pidana korupsi memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime) karena merupakan suatu perbuatan pidana yang didalamnya 

melakukan perbuatan secara bersama-sama. Tindak pidana korupsi dalam 

pelaksanaannya selalu dilakukan tanpa adanya kekerasan namun diikuti dengan  

kecurangan, penyesatan, manipulasi, pemalsuan dan pengelakan terhadap 

peraturan.4. Korupsi menurut para ahli yaitu Fockema Andreae dalam Andi 

Hamzah yaitu Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus, 

yang selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata 

corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah 

turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; 

Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie, dapat atau patut diduga 

istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu 

 
2 Ibid, hlm.10. 
3 Nurdjana IGM . Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik 

Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum), (Jakarta: Pusat Pelajar,2010), 

hlm. 5. 
4 Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2017), hlm.77. 
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korupsi Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, 

corruptie yang juga disalin corruptien dalam bahasa Belanda mengandung arti 

perbuatan korup, penyuapan.5 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana 

khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum 

pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau 

dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun 

tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran 

dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan 

diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan 

roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana 

semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya.6  

Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius bagi negara 

indonesia, karena korupsi telah meluas keseluruh lapisan kehidupan masyarakat 

yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir. Praktik korupsi saat ini 

menjadi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi 

maupun seminar-seminar dan sebagainya. Praktik korupsi saat ini telah merambah 

ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, 

sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Telah 

 
5 Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Bandung: Mandar 

Maju, 2010), hlm. 23. 
6 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan 

Masalahnya). (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2. 
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menimbulkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan 

masyarakat internasional.7  

Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat 

mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, 

perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu 

merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulangi. Permasalahan tersebut sangat 

menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara. Apabila 

permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan 

rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum serta peraturan perundang-

undangan oleh masyarakat.8 

Korupsi juga dapat menyebabkan tidak efisiennya birokrasi serta biaya 

administrasi dalam biro tersebut. Apabila birokrasi tersebut telah tercemar oleh 

korupsi dengan apapun jenisnya maka prinsip dasar birokrasi yang efektif dan 

efesien serta rasional tidak akan pernah telaksana.9 keadaan tersebut tentunya akan 

menyebabkan keresahan sosial dan hilangnya kepercayaan terhadap birokrasi 

tersebut.10 Dalam Hukum Positif di Indonesia Tindak Pidana Korupsi diatur 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,11 yang selanjutnya akan disebut sebagai 

UU Tipikor. 

 

 
7 Chaerudin, et al. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.1. 
8  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, ed 2, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

hlm.3. 
9 Gerald M. Meier dan James E. Rauch ,Readings in Comparative Analysis, ed. 2,( New 

Jersey: Transaction Books,2005) hlm. 541, hlm. 536. 
10Tunku Abdul Aziz, Fighting Corruption: My Mission, Kuala Lumpur: Konrad 

Adenauer Foundation, hlm. 60. 
11 Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150. 
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Jenis-jenis perbuatan korupsi menurut UU Tipikor dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

NO Jenis Tipikor Sanksi Delik Korupsi 

1 Pasal 2 Penjara 20 Tahun 

Denda Maksimal Rp 1 

Miliar 

Kerugian Keuangan 

Negara 2 Pasal 3 

3 Pasal 5 ayat (1) huruf a  

Penjara 5 Tahun Denda 

Maksimal Rp 250 Juta 

 

 

 

 

 

 

Suap – menyuap 

4 Pasal 5 ayat (1) huruf b 

5 Pasal 5 ayat 2 

6 Pasal 6 ayat (1) huruf a  

Penjara 15 Tahun 

Denda Maksimal Rp 

750 Juta 

7 Pasal 6 ayat (1) huruf b 

8 Pasal 6 ayat 2 

9 Pasal 11 Penjara 5 Tahun Denda 

Maksimal Rp 250 Juta 

10 Pasal 12 huruf a  

 

Penjara 20 Tahun 

Denda Maksimal Rp 1 

Miliar 

11 Pasal 12 huruf b 

12 Pasal 12 huruf c 

13 Pasal 12 huruf d 

14 Pasal 13 Penjara 3 Tahun Denda 

Maksimal Rp 150 Juta 

15 Pasal 7 ayat (1) huruf a  

 

 

Penjara 7 Tahun Denda 

Maksimal Rp 350 Juta 

Perbuatan Curang 

16 Pasal 7 ayat (1) huruf b 

17 Pasal 7 ayat (1) huruf c 

18 Pasal 7 ayat (1) huruf d 

19 Pasal 7 ayat 2 

20 Pasal 12 huruf h Penjara 20 Tahun 

Denda Maksimal Rp 1 

Miliar 

21 Pasal 8 Penjara 15 Tahun 

Denda Maksimal Rp 

750 Juta 

 

Penggelapan Dalam 

Jabatan 22 Pasal 9 Penjara 5 Tahun Denda 

Maksimal Rp 250 Juta 
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23 Pasal 10 huruf a  

Penjara 7 Tahun Denda 

Maksimal Rp 350 Juta 
24 Pasal 10 huruf b 

25 Pasal 10 huruf c 

26 Pasal 12 huruf e Penjara 20 Tahun  

Pemerasan 27 Pasal 12 huruf f Denda Maksimal Rp 1 

Miliar 28 Pasal 12 huruf g 

29 Pasal 12 huruf i  

Penjara 20 Tahun 

Denda Maksimal Rp 1 

Miliar 

Benturan 

Kepentingan Dalam 

Pengadaan 

30 Pasal 12 B jo Pasal 12 c Gratifikasi 

  

 Selain pasal-pasal yang tertuang diatas, jenis tindak pidana korupsi 

lainnya adalah: 

1. Pasal 21, Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 

2. Pasal 22 jo Pasal 28, tidak memberi keterangan atau memberi 

keterangan yang tidak benar. 

3. Pasal 22 jo Pasal 29, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening 

tersangka 

4. Pasal 22 jo Pasal 35, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau 

memberi keterangan palsu 

5. Pasal 20 jo Pasal 36, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak 

memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. 

6. Pasal 24 jo Pasal 31, Saksi yang membuka identitas pelapor. 

Menyikapi maraknya perkembangan korupsi di Indonesia, yaitu dengan 

penegakan hukum. Asas yang utama dalam hukum adalah reward and punishment 

dengan pengertian orang yang menaati hukum harus dihargai dan orang yang 
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melanggar hukum harus dihukum. Di luar itu berlaku asas praduga tak bersalah, 

bahwa seseorang tetap dipandang tidak bersalah selama tidak terbukti melalui 

pengadilan yang bebas dan adil bahwa ia tidak bersalah.  

Kasus-kasus tindak pidana korupsi cenderung sulit untuk diungkapkan 

karena para pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan peralatan yang 

canggih serta pelaku kejahatan ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang yang 

saling membantu dan bekerjasama satu sama lain.12 Kata penyertaan (deelneming) 

dapat diartikan sebagai turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang 

lain melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya peristiwa tindak 

pidana sering melibatkan lebih dari seorang pelaku, yang dimana ada seorang 

pelaku atau beberapa orang lain yang turut serta. Masing-masing dari orang yang 

terlibat dalam kerjasama tindak pidana tersebut memiliki peranan yang berbeda 

atau tugasnya masing-masing. Namun perbedaan yang ada tersebut memiliki 

hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan tersebut saling 

menunjang satu sama lain yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana.  

Menurut Moeljatno bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang 

memperluas dapat dipidananya orang yang turut serta dalam munculnya suatu 

perbuatan pidana. Karena sebelum pelaku dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dalam hukum pidana, pelaku tersebut harus telah melakukan 

perbuatan pidana. Oleh karenanya, selain delik-delik biasa terdapat juga delik lain 

 
12 Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm.42. 
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seperti delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya pelaku yang 

menyebabkan timbulnya suatu perbuatan pidana.13 

Persepsi korupsi di Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara 

dari sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai 

tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 

2020. Transparency Internasional baru merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 

2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam  

urutan IPK global. 

 

Gambar 1.1  

Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia 

 

Sumber : Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) 

 
13Herman Sitompul, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum dan 

Keadilan, Vol.6, No.2 (September 2019), hlm.110-111. 
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Berdasarkan data yang didapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 

mengenai data korupsi sektor Pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwasanya 

korupsi di sector Pendidikan masih terbilang cukup tinggi.14 ICW melihat data 

enam tahun belakangan terkait korupsi di sektor Pendidikan ini. Tercatat sebanyak 

240 kasus korupsi dalam rentang waktu tersebut termasuk kasus yang penulis 

bahas dalam penelitian skripsi ini.  

Negara mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp 1,6 triliun. 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kasus korupsi pada tahun 2017, yakni 57 

kasus. Sedangkan paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus. 

Korupsi sektor pendidikan terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19 bahkan 

jumlahnya meningkat. Pada 2020, kasusnya meningkat menjadi 29 kasus, 

kemudian pada 2021 meningkat menjadi 30 kasus. Secara umum, korupsi 

terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), yaitu 52 kasus. Jumlah itu setara dengan 21,7% dari total kasus korupsi 

sektor pendidikan selama enam tahun terakhir. 

Berdasarkan data yang diterima dari Kementrian Pendidikan, 

Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud), pemerintah 

menyalurkan dana sebesar Rp 52 Triliun sepanjang tahun 2021. Dana tersebut 

disalurkan ke 216.000 sekolah yang ada di Indonesia.15  

 
14 Editor, 2021, ICW: Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan 

Sejak 2016-2021, Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Diakses pada 04 Desember 2022. 

file:///C:/Users/user/Downloads/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-

pendidikan-sejak-2016-2021.pdf 
15 Yanuar, 2021, Dana BOS 2021 Bervariasi Siswa Dapat Antara Rp900 Ribu Sampai 

Rp1,9 Juta, Berita Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diakses pada 05 

Desember 2022. https://puslapdik. kemdikbud.go.id/artikel/dana-bos-2021-bervariasi,-siswa-

dapat-antara-rp900-ribu-sampai-rp1,9-juta 
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Pada dasarnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-

undang terhadap suatu permasalahan hukum dikarenakan hakim memiliki 

kewenangan dalam mengadili setiap perkara. Putusan hakim yang merupakan 

hasil dari kewenangan tersebut haruslah di dasarkan pada surat dakwaan dan 

fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan 

penerapan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan sistem pembuktian yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta 

persidangan salah satunya terkait alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 

184 ayat (1) KUHP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, 

Keterangan Terdakwa.16  

Salah satu perbuatan pidana yang menyebabkan timbulnya tindak pidana 

korupsi di Indonesia, yaitu penyalahgunaan kewenangan dimana pelaku tindak 

pidana korupsi tersebut berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan atau 

kedudukan yang baik dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Pegawai 

Negeri atau Aparatur Sipil Negara dijumpai melakukan tindak pidana dengan 

melakukan penyelewenagan kewenangan dalam penyimpangan. Dalam hal ini 

terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana BOSNA dan BOSDA 

yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 079 kota Palembang yang dimana 

terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd yang bertempat lahir di Limau Barat, Kabupaten 

Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berumur 56 Tahun bertempat tinggal di 

 
16 Lestiyana dan Elly Sudarti, Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penadahan, PAMPAS Jurnal Criminal Of Law, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 72. 
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Komplek Bukit Naskah Indah Blok M.4, RT.042/RW.003, kelurahan Sukarame 

kecamatan sukarame, Kota Palembang/jalan gajah L-12 RT.008/RW.002 

kelurahan bukit sangkal, kecamatan kalidoni, kota Palembang, Pekerjaan Aparat 

Sipil Negara/Mantan Plh.Kepala Sekolah SDN 079 Kota Palembang. Beragama 

islam.  

Kepala SDN 79 Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Kota 

Palembang (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut sebagai Terdakwa) bersama 

dengan saksi Yulianizar, S.Pd sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah 

Daerah (BOSDA)dan saksi Jumiah, S.Pd sebagai bendahara Bantuan Operasional 

Sekolah Nasional (BOSNA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi 

dengan pasti sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019 

atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di 

SDN 79 Kota Palembang yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 50, Kelurahan 

5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 

Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau 

Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau 

Perekonomian Negara, Sebagai Orang Yang Melakukan Peristiwa Pidana Yaitu 

Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut 

Melakukan Perbuatan.  

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumiah, S.Pd sebagai 

bendahara Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) dan saksi Yulianizar, 

S.Pd sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam 

melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasi onal (BOSNA) 
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dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2019 di SDN 

079 Kota Palembang yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana 

tersebut diatas telah mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil 

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kota Palembang.  

Pada Tanggal 07 Desember 2020 Atas Dugaan Penyelewengan Dana 

BOSNAS dan BOSDA Triwulan II dan III Pada SD Negeri 079 Kota Palembang 

Tahun Anggaran 2019, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 

457.553.000.(empat ratus lima puluh tujuh lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 

dimana Kerugian Negara tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Nurmala Dewi, 

S.Pd selaku Plh Kepala SDN 079 Palembang.  

Kasus ini menjadi menarik untuk di kaji karena sekolah tempat 

dilakukannya korupsi oleh terdakwa merupakan sekolah yang ada disalah satu 

kota Palembang. Kasus ini semakin menarik untuk di kaji lebih dalam karena 

korupsi yang dilakukan oleh terdakwa terbilang dengan jumlah yang sangat besar. 

Akibat dari perbuatannya, terdakwa memberikan dampak yang sangat besar 

terhadap SD Negeri 79 Palembang. Dana BOS yang seharusnya disalurkan kepada 

siswa dan siswi yang membutuhkan di sekolah tersebut, tidak tersampaikan. Hal 

ini merupakan pelanggaran hak siswa dan siswi SD Negeri 79 Palembang. Selain 

itu, dana BOS yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan 

prasarana sekolah digunakan untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan 

sekolah tersebut tidak memiliki pembaharuan di bidang sarana dan prasarana.  

Maka setelah memperoleh fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam 
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pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut, Melakukan 

perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 

ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP. 

Tuntutan dari jaksa penuntut umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

yaitu Terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. dengan pidana penjara selama 5 (Lima) 

Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 

(enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam 

tahanan sementara.  

Disebutkan dalam amar putusan Menyatakan terdakwa Nurmala Dewi, 

S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak korupsi 

secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurmala Dewi 

dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar 

denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

Terdakwa juga dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar 

Rp.457.553.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga 

ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 

(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk 



   

14 
 

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) 

Tahun dan 6 (enam) Bulan. 

Maka Dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang dan fakta-

fakta dipersidangan hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan 

dalam menjatuhkan pidana, serta putusan hakim yang dijatuhkan dapat mencapai 

tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi serta 

bermaanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat.17 Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih dalam mengenai keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi 

bantuan operasional sekolah kedalam skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  DANA 

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Putusan Nomor 55/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Plg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini, yakni :  

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No 

55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Perihal Tindak Pidana Korupsi Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 

Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan No. 55/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Plg? 

 
17 M. Jordan Pradana, et al, Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Jurnal PAMPAS: 

Journal Of Criminal, Vol.1, No.2, 2020, hlm.149. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan serta 

melaksanakan kajian mengenai bagaimana keputusan hakim dalam tindak pidana 

korupsi bantuan operasional sekolah. Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam 

Memutus perkara No 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Perihal Tindak 

Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana dalam 

Tindak Pidana  Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam 

Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk sumbangsi pengetahuan untuk fakultas Hukum mengenai 

Keputusan Hakim prihal tindak pidana korupsi bantuan operasional 

sekolah. Kemudian dapat juga dijadikan landasan dasar bagi penelitian 

berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama. 

b. Untuk sumbangsi pengetahuan kepada instansi maupun masyarakat 

mengenai tindak pidana korupsi, agar bisa dijadikan evaluasi bagi semua 

kalangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Stakeholders, memberikan informasi mengenai proses 

pengambilan keputusan dalam menindak lanjuti tindak pidana korupsi 

yang masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat. 

b. Untuk Peneliti, sebagai media belajar bagaimana mengambil keputusan 

yang tegas dan bijak melihat dari berbagai perspektif. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih jelas serta tidak menyimpang 

dan meluas dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam penelitian ini 

dibatasi hanya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban Pidana pada putusan hakim 

Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.  

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan Hakim dalam praktik peradilan disebut considerans, hal 

tersebut ialah dasar dari suatu putusan hakim. Sebagai dasar tuntutan dalam suatu 

putusan terhadap suatu perkara seorang hakim dalam pertimbangannya harus 

memuat alasan-alasan hukum kanun yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang digunakan. Sebagai dasar hukum yang kuat dalam keputusan 

maka harus memuat alasan-alasan hukum kanun tersebut.18 Teori atau Dasar 

Pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim diberi 

 
18 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012) hlm.232 
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kebebasan dalam menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak 

pidana. Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.19 

Dalam menetapkan penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama, hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya 

seseorang atau berapa banyak pidana yang dapat diberikan adapun yang menjadi 

dasar pertimbagannya yaitu didasarkan pada: 

a. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan Yuridis ialah Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan 

pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan hal yang harus di muat 

di dalam putusan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.20 Hal-hal yang di maksud 

tersebut yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 

barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan Non Yuridis terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, 

akibat perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan 

 
19 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN 

No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 
20 Ismail.Ramadan, “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus 

Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.2, No.3 

(November 2013), hlm.386. 
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keyakinan hakim apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 

sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.21 

Terdapat beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu: 

a. Teori Seni atau Intuisi 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan 

pelaku dan dengan hukuman yang wajar bagi setiap tindak pidana atau perkara 

perdata, dalam penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni. Lebih 

ditentukan dengan instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim. 

b. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasari pada landasan filosofis yang mendasar yang 

mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian 

mencari peraturan yang relevan dengan subyek perkara sengketa sebagai dasar 

hukum pengambilan putusan, dan dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan 

hakim harus didasarkan pada pelaksanaan hukum yang jelas untuk menegakkan 

hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.22 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban Pidana atau criminal responsibility ialah 

pertimbangan untuk menentukan seseorang pembuat atau pelaku pidana dapat 

dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Untuk dapat 

 
21 Syarifah Dewi Indrawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan 

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)”, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 2 

(November 2017), hlm. 270 
22 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112. 
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dipertanggungjawabkan secara pidana, syaratnya adalah pelaku atau pembuat 

harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab didalam diri pelaku. Roeslan 

menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara 

subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya 

itu”. Yang dimaksud dalam celaan objektif adalah perbuatan yang dilarang yang 

dilakukan oleh sesorang, yang dimaksud perbuatan terlarang yaitu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yang ada, baik hukum materil ataupun formil. 

Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif, yaitu merujuk kepada orang 

yang melakukan perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan orang yang 

yang melakukan Tindakan yang dilarang oleh hukum atau yang bertentangan.  

Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela ataupun 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun apabila didalam diri 

seseorang tersebut  ada sebuah kesalahan yang menjadikan penyebab tidak adanya 

pertanggungjawaban maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada. Berdasarkan 

dari apa yang telah diuraikan diatas dapat di ketahui bahwa seseorang dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut terbukti melakukan 

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam diri seseorang tersebut ada 

kesalahan meskipun telah melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang 

dilarang dalam hukum. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum 

tertentu yaitu dengan cara meneliti dan menganalisis. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang 

dimaksud dengan penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma.23 Sistem norma 

yang dibangun yakni mengenai norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) dari pakar hukum. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis Putusan Hakim yaitu Putusan Nomor : 

55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dilakukan dengan 

cara menganalisis seluruh Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.24 Pendekatan perundang-undangan 

yang digunakan yaitu, Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 

 
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2017), hlm. 33. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.Edisi Revisi, (Surabaya: Kencana, 2005), 

hlm.133 
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Thaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan topik 

penelitian. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus agar dapat 

mengetahui penerapan norma-norma hukum yang dilakukan terhadap praktik 

hukum. Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara mempelajari dan 

menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

dan telah menjadi putusan pengadilan serta mimiliki kekuatan hukum tetap. Yang 

perlu ddipahami dalam menggunakan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan 

hukum yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan.25 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Adapun jenis data penelitian yang saya gunakan adalah jenis data 

sekunder. Jenis data sekunder adalah proses menganalisis yang dilakukan 

terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, dan 

teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Jenis data sekunder merupakan suatu 

strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang 

sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang 

sudah ada. Maka penelitian ini terdiri dari Sumber Bahan Hukum Primer, Bahan 

Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. 

 
25 Ibid, hlm. 133. 
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a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri atas semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan 

hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana.26 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.27 

3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.28 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.29 

5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.30 

6) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg  

7) Peraturan perundang-undangan lain terkait permasalahan dalam kajian 

penelitian. 

 

 
26 Indonesia, Undang-Undang  Peraturan Hukum Pidana,  UU No 1  tahun 1946, LN 

No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080. 
27 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  UU No 8 tahun 1981, LN No. 76 

Tahun 1981, TLN No. 3209. 
28 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 31 

Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874. 
29 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150. 
30 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,  UU No. 481 Tahun 2009. LN 

No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk 

menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, 

putusan pengadilan, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli hukum yang relevan 

dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran 

di internet.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan 

digunakan yaitu teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum 

berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk 

mengumpulkan informasi, mempelajari, memahami, menganalisis, dan mengutip 

literature atau buku hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 

terdahulu, artikel maupun media elektronik, serta pendapat ahli. Studi 

kepustakaan ini dilakukan juga dengan menggunakan media internet melalui 

penelusuran website dan jurnal-jurnal online yang membahas terkait dengan 

permasalahan yang sedang penulis bahas. Bahan hukum tersebut kemudian 

dipelajari, dipahami, dianalisis, dan dirumuskan dalam suatu bahasan yang 
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sistematis yang berkaitan dengan topik penelitian dan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini.31 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam Penelitian teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara 

menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data 

yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara 

kualitatif.32 Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

Analisis data yang dipergunakan dengan cara menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang 

bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan 

perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan 

peneliti sendiri.33 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan digunakan dengan cara 

menggunakan alur pemikiran deduktif, artinya berfikir dengan cara mendasarkan 

pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 

Penarikan kesimpulan ini dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas perumusan 

 
31 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), hlm. 96. 
32   Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27. 
33 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cet 1 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69. 
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masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan 

padat tentang kebenaran dari penelitian.34 

 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.42 
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